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LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi

Teori agensi mengeksplorasi bagaimana kontrak nsentif dapat ditulis untuk

memotivasi individu-individu untuk mencapai kesakan tujuan (Anthony dan
Govindarajan, 2012:269). Individu — individu yangndksud adalah pemilik

perusahaan (prinsipal) dan manajemen perusahaam)(a@rinsip utama teori

agensi menyatakan adanya hubungan kerja antaria yaing memberi wewenang
(prinsipal) yaitu investor (pemilik) dengan pihalang menerima wewenang
(agen) yaitu manajer (Linoputri, 2010). Teori inemegaskan bahwa pentingnya
pemisahan manajemen dalam perusahaan untuk medariptefisiensi dan

efektifitas dengan menyewa agen profesional dal@mgelola perusahaan.

Namun, hal ini justru menimbulkan masalah keagew@nana terjadinya
ketimpangan informasi antara agen (manajer) damsipal (pemilik). Manajer
sebagai pihak yang diberi wewenang untuk manget@eusahaan memiliki
informasi internal yang lebih banyak dibandingkaemgik. Ketimpangan
informasi ini biasa disebut sebagafior mation asymetries.

Agen dan prinsipal diasumsikan termotivasi olehekgmgannya sendiri, dan
sering kali kepentingan antara keduanya berbent{lrabis, 2010:91). Prinsipal
menginginkan laba yang sebesar-besarnya atau pet@mgnilai investasi dalam
perusahaan, sedangkan agen menginginkan kompeyaagi memadai atas
kinerja yang dilakukan. Oleh karena itu, dibutuhk#@rak ketiga yang independen
untuk mengatasi adanya perbedaan kepentingan anteraer dan pemilik dalam
hal ini adalah akuntan publik. Auditor juga berfangntuk memonitor perilaku
manajer (agen) apakah sudah bertindak sesuai dekgeginan pemilik
(prinsipal) (Adjani, 2013). Dalam hal ini auditoemberikan opini atas kewajaran

dari laporan keuangan perusahaan dan mengungkgpiiamasalahan going
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concern yang dihadapi perusahaan apabila auditaragukan kemampuan
perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan padufitudyawan dan
Bandera, 2008).

2.2 Opini Audit

Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor umteRyatakan pendapatnya,
atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatdlak memberikan
pendapat. Secara garis besar terdapat dua tipe apdit yaitu opini tanpa
modifikasi (SPAP, 2013) dan opini modifikasi (SPAE)13) yang terdiri dari
opini wajar dengan pengecualiagudlified opinion), opini tidak wajar &dverse

opinion) dan tidak memberikan pendapdits¢laimer opinion).

Opini tanpa modifikasi merupakan opini yang dinkata oleh auditor ketika
auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disudalam semua hal yang
material sesuai dengan kerangka pelaporan keuam@ganberlaku (SPAP, 2013).
Sedangkan opini modifikasi diberikan oleh auditpalasila auditor menyimpulkan
bahwa laporan keuang tidak bebas dari salah sadgrial serta auditor tidak
dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepaatkumenyimpulkan bahwa
laporan keuangan secara keseluruhan bebas datalk@sapenyajian material
(Agoes, 2017:109).

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik P2013 bentuk opini yang

diberikan oleh auditor independen adalah sebagiube

1. Auditor harus manyatakan opini tanpa modifikasida &uditor menyimpulkan
bahwa laporan keuangan disusun, dengan semua hgl ipaterial, sesuai
dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

2. Jika auditor:
a) Menyimpulkan bahwa, berdasrkan bukti audit yangedifeh, laporan

keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kasapgenyajian material

atau,



b) Tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dapatt untuk
menyimpukan bahwa laporan keuangan secara kesaturbkebas dari
kesalahan penyajian material,

Auditor harus memodifikasi opininya dalam laporamitor berdasarkan SA

705.

3. Jika laporan keuangan disusun sesuai dengan katerduatu kerangka
penyajian wajar tidak mencapai penyajian wajar, anakuditor harus
mendiskusikan hal tersebut dengan manajemen dganteng dari ketentuan
kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan bagainhal tersebut
diselesaikan, harus menentukan apakah perlu unemadifikasi opininya
dalam laporan auditor berdasarkan SA 705.

4. Ketika laporan keuangan disusun sesuai dengan semfungka kepatuhan,
auditor tidak diharuskan untuk mengevaluasi apakgboran keuangan
mencapai penyajian wajar. Namun, jika dalam kongleasig sangat jarang
terjadi, auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangasebut menyesatkan,
maka auditor harus mendiskusikan hal tersebut dernganajemen dan,
tergantung dari bagaimana hal tersebut diseleshams menentukan apakah,
dan bagaimana, mengomunikasikan hal tersebut dajaznan auditor.

2.3 Opini Audit Going Concern

Opini audit going concern merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk
memastikan apakah perusahaan dapat mempertahaekearydungan hidupnya.
Berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, suatusafipndang bertahan dalam
bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi (SP2AR3). Going concern
adalah kelangsungan hidup suatu entitas, dengamyadgming concern maka
suatu entitas dianggap akan mampu mempertahanlgaatde usahanya dalam
waktu jangka pendek. Laporan audit oleh auditoepethden dengan modifikasi
mengenagoing concern merupakan suatu indikasi bahwa dalam penilaiaitaud

terdapat resiko auditee tidak dapat bertahan diianis.
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Auditor bertanggung jawab untuk memperoleh bukditayang cukup dan tepat
tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungha akeh manajemen dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan umémyimpulkan apakah
terdapat suatu ketidakpastian material tentang R®unan entitas untuk
mempertahankan kelangsungan hidupnya (SPAP, 20E&R)itor dapat
mengidentifikasi informasi mengenai kondisi ataurigtieva tertentu yang
menunjukkan adanya kesangsian besar tentang kemaampuatitas dalam
mempertahankan kelangsungan hidupnya. Auditor haresgevaluasi apakah
terdapat kesangsian besar mengenai kemampuansetditan mempertahankan
kelangsungan hidupnya dengan cara sebagai berikut :

1. Auditor mempertimbangkan apakah hasil prosedur yhlaggsanakan dalam
perencanaan, pengumpulan bukti audit untuk berbagaan audit,dan
menyelesaikan auditnya, dapat mengidentifikasi &aadatau peristiwa yang
secara keseluruhan menunjukan adanya kesainganr besmgenali
kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangs$iohganya. Mungkin
diperlukan untuk memperoleh informasi tambahan meaig kondisi dan
peristiwa beserta bukti-bukti yang memdukung infasmyang mengurangi
kesaingan auditor.

2. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesaingan besargemai kemampuan
entitas dalam mempertahankan kelangsungan hiduprharus :

a. Memperoleh informasi mengenai rencana manajemeyg yaonjukan
untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tarse

b. Menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tdrgelpat secara
efektif dilaksanakan.

Setelah auditor mengevaluasi rencana manajemengiagambil kesimpulan

apakah ia masih memiliki kesaingan besar mengegraiaknpuan entitas dalam

mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangkauywantas.

Opini audit yang dikeluarkan auditor dapat menfadda bahwa suatu perusahaan
yang di audit dapat diragukan kelangsungan hiduplgdam melaksanakan
proses audit auditor dituntut tidak hanya melihabasas pada hal- hal yang



ditampakkan dalam laporan keuangan saja tetapi hiagas lebih mewaspadai
hal-hal potensial yang dapat mengganggu kelangsuhghup @oing concern)
suatu perusahaan. Hal inilah yang menjadi alasahwd#aauditor turut

bertanggungjawab atas kelangsungan hidup suatarsasaha.

2.4 Corporate Governance

Finance Commite on Corporate Governance (FCCG) dalam Effendi (2009:02)
mendefinisikan bahwaorporate governancesebagai proses dan struktur ysng
digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisris aktivitas perusahaan ke
arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntbpierusahaan.

Sedangkan menurut Bank DunidMdrld Bank) mendefinisikan corporate
governancesebagai kumpulan hukum, peraturran dan kaidahdakayang wajib
dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber- sungerusahaan untuk
berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilanekis jangka panjang yang
berkesinambungan bagi para pemegang saham maupmyanalaat sekitar secara
keseluruhan (Effendi, 2009:02). Manajemen perlu penmatikan prinsip-prinsip
good corporate governance sebagaimana yang diuraikanKomite Nasional
KebijakarCor porate Governance (2006), yaitu:

1. Keadilan fairness), yaitu menjamin perlindungan hak-hak para pemggan
saham termasuk hak-hak pemegang saham minoritagaan pemegang
saham asing, serta menjamin terlaksananya komitiaegan para investor.

2. Transparansi t{ansparency), yaitu mewajibkan adanya suatu sistem
informasi terbukan, tepat waktu, jelas, dan dapperbandingkan yang
menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusati@ankepemilikan
perusahaan.

3. Akuntabilitas accountability), yaitu menjelaskan peran dan tanggung jawab,
serta mendukung usaha menjamin penyeimbang kegantmanajemen dan

pemegang saham sebagaimana diawasi oleh dewanakmmnis
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4. Pertanggungjawaban reSponsibility), yaitu memastikan dipatuhinya
peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai ir@rmdipatuhinya
nilainilai sosial.

5. Independensiifdependency), perusahaan harus dikelola secara independen
sehingga masing-masing organ perusahaan tidakgsaiendominasi dan
tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Dalam penelitian ini, elemen-elemen yang terkandufglam mekanisme

corporate governance adalah: Kepemilikan terpusat, Kepemilikan manajeri

Kepemilikan Institusional, Keberadaan kepemilikaiularga dalam perusahaan,

Proporsi komisaris independen dan Proporsi konitkt @alam perusahaan.

2.4.1 Kepemilikan Terpusat

Kepemilikan terpusat merupakan suatu kondisi dimsgyamlah kecil pemilik
memiliki porsi kepentingan yang besar dalam peragah(Linoputri, 2010)
Kepemilikan terpusat diproksikan dengan propor$iasa biasa yang dipegang
oleh pemegang saham mayoritas, yang merupakan pegegham pengendal
terbesar dalam perusahaan. Pemegang saham pemngelatith pemegang saham
yang memiliki 20% atau lebih saham perusahaan yhiiegnpatkan{ask Force
Komite Nasional KebijakarCorporate Governance Bab Il No.7). Pemegang
saham yang mempunyai kepemilikan yang besar dapagamvasi serta dapat
membawa manajer pada tindakan yang sejalan dengjaant perusahaan.
Pemegang saham yang mempunyai kepemilikan yangr destunya akan
berupaya untuk mempertahankan kelangsungan usahgardekebijakan -

kebijakannya.

Semakin terpusat kepemilikan saham, perusahaaremerg mengurangi utang,
sehingga akan terjadi pengawasan yang efektif defhamanajemen. Pada
akhirnya, manajemen akan semakin berhati-hati darstakukan peminjaman,
sebab jumlah utang yang terlalu tinggi akan menikMKaun resiko financial

distress yang dapat mempengarwgaing concern perusahaan.



2.4.2 Kepemilikan Manajerial

Menurut Adjani (2013) kepemilikan manajerial adglatmlah kepemilikan saham
oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham gleaasm yang dikelola.
Chandra (2013) menyatakan bahwa kepemilikan maakbpgapat menyelaraskan
kepentingan manajer dengan pemegang saham sehipgdesil menjadi
mekanisme yang dapat mengurangi masalah keagerara ananajer dengan
pemegang saham.Adanya prosentase kepemilikan angdetvan dalam
perusahaan yang semakin besar, maka anggota deveabut akan senantiasa
berusaha untuk meningkatkan kinerja operasionakniearmerasa memiliki
perusahaan, sehingga tetap dapat mempertahankéstee&is perusahaan dan

berkembang melalui peningkatan pengendalian (Ptr@907).

2.4.3 Kepemilikan Institusional

Menurut Ujianto dan Pramuka (2007) kepemilikan itastonal adalah jumlah
presentasi hak suara yang dimiliki institusi.Kepé@n institusional ini diukur
dengan jumlah atau persentase saham yang dimiléh @eluruh institusi
pemegang saham perusahaan dari seluruh modal sgrasahaan yang beredar.
Kepemilikan instiusional berperan sebagai mekanigraegendalian eksternal
manajemen (Iskandar, 2011). Adanya pengawasan Igdnilg optimal terhadap
kinerja manajemen, akan mendorong kinerja manajem@mjadi lebih baik atau
sesuai yang diharapakan investor, karena kepemildagham mewakili suatu
sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk menguktau sebaliknya
terhadap kinerja manajemen (Setiawan, 2011). Dedgamkian masalalyoing
concern perusahaan semakin kecil, sehingga berimplikadiat@ap kecilnya

kemungkinan auditor memberikan opgaing concern pada perusahaan.

2.4.4 Kepemilikan Keluarga

Prakosa (2014) mendefinisikan kepemilikan keluadaah keseluruhan individu
dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kdigamilebih dari 5% wajib
dicatat) kecuali perusahaan publik, negara, irstkauangan (lembaga investasi,

reksa dana, asuransi, dana pensiun,bank dan kpdaiaspublik (individu yang
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kepemilikannya tidak wajib tercatat atau kurangi &d6).Perusahaan dikatakan
dimiliki keluarga jika seorang atau lebih anggotulkrga memiliki saham di
perusahaan sebesar 20% atau lebih dan memiliksunata tertinggi di perusahaan
(Linoputri,2010). Kepemilikan keluarga cenderungtukn mengurangi biaya
keagenan dan meningkatkan kinerja perusahaan kakeh&arga biasanya
menginvestasikan sejumlah besar modal pribadinyad&am perusahaan,
sehingga mereka cenderung memiliki perhatian khteshadap keberlangsungan
perusahaan dan insentif yang kuat untuk mengawkSvitas manajemen
perusahaan Namun, kekurangan dari kepemilikan kigdugang dapat membawa
pada dampak negatif pada nilai perusahaan pada kepemilikan tertentu,
keluarga pengendali memiliki baik insentif maup@miampuan untuk mengambil
tindakan yang menguntungkan mereka dengan mengab&ikerja perusahaan

ketika kepentingan mereka dalam perusahaan saesat. b

2.4.5 Komisaris I ndependen

Berdasarkan pedoman umugood corporate governance yang dikeluarkan oleh
Komite Nasional KebijakarGGovernance, komisaris independen adalah anggota
dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan diretan pemegang saham
pengendali serta bebas dari hubungan bisnis athunigan lainnya yang dapat
mempengaruhi kemampuan untuk bertindak indepentin lzertindak semata-
mata demi kepentingan perusahaan. Namun, merkowim for Corporate
Governance Indonesia (FCGI) dalam prakteknya Dewan Komisagsingkali
dianggap tidak memiliki manfaat. Banyak anggota BewKomisaris tidak
memilikikemampuan dan tidak dapat menunjukkan ieddpnsinya, sehingga
kurang mampu mewakili kepentingastakeholder lain selain kepentingan
pemegang saham mayoritas. Jadi, untuk menjagaendepsi diperlukan adanya

anggota komisaris yang benar-benar independen.

Keberadaan komisaris independen telah diatur d&area Efek Jakarta melelui
peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000 yang mengatuvagierusahaan yang listed di

Bursa Efek Indonesia harus memiliki komisaris irgtegen. Dalam peraturan ini,



jumlah minimal komisaris independen adalah 30% daluiruh anggota Dewan
Komisaris. Komisaris independen sebagai salah satkanisme corporate
governance memiliki tanggung jawab terkait dengan upaya pemaan untuk
menghasilkan pelaporan keuangan yeslable, yaitu dengan memastikan bahwa
perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yarakberlaupun nilaii yang
ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operagifgsk Force KNKCG).
Komisaris independen harus memastikan bahwa laga@aangan yang disusun

telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

2.4.6 Komite Audit

Menurut Nasution dan Setiawan (2007) Komite aud#rupakan suatu komite
yang secara formal dibentuk oleh Dewan Komisaressitat independen dan
bertanggung jawab secara langsung kepada Dewansdomuntuk mengawasi
kinerja pelaporan keuangan dan pelaksanaan audinat dan eksternal serta
membantu auditor mempertahankan independensi &ghadanajemen.
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Kuangan Norber/P®JK.04/2015
mengenai Pembentukan dan Pedoman PelaksanaanK¢enjse Audit, Emiten
atau Perusahaan Publik wajib memiliki komite auddmite audit bertugas untuk
membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugast§@mite audit
berfungsi untuk meningkatkan kualitas laporan kgaandan meningkatkan
fungsi audit internal dan eksternal. Perusahaarg yaemiliki komite audit
biasanya memiliki manajemen perusahaan yang leaitsparan dan akuntabel,

sehingga prinsigood corporate governance dapat diterapkan dengan baik.
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Tabd 2.1 Penditian Terdahulu

No Nama dan Variabel dan Analisis Hasl
Tahun Penelitian
1 | Dendi Fransiska | Komisaris Independen,| Proporsi komisaris independen
(2014) Kepemilikan dan kepemilikan manajerial
Manajerial, berpengaruh terhadap
Kepemilikan penerimaan opini going concer
Institusional, Komite sedangkan kepemilikani
Audit nstitusional dan komite audit
tidak berpengaruh terhadap
penerimaan opini going
concern.
2 | Sihombing dan | Kepemilikan manajerial} Proporsi komisaris independen
Kristanto (2014) | proporsi komisaris berpengaruh terhadap
independen dan komite| penerimaan opini going concern.
audit Sedangkan, kepemilikan
manajerial dan komite audit
tidak berpengaruh terhaap
penerimaan opini going concer
3 | Ari Wibowo Debt Default, Opini Debt Default, kualitas audit
(2013) Audit Tahun dsn kepemilikan manajerial

Sebelumnya, Kualitas
Audit, Kepemilikan

Perusahaan,

tidak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap penerimaat
opini audit going concern,
sedangkan opini audit tahun
sebelumnya, kepemilikan
institusional memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap
penerimaan opini audit going

concern.

N




Ema Diandra
Adjani (2013)

Proporsi komisaris
independen,
kepemilikan manajerial,
dan kepemilikan

institusional.

Proporsi komisaris independen
dan kepemilikan institusional
tidak berpengaruh terhadap
pemberian opini audit going
concern oleh auditor
independen, sedangkan
kepemilikan manajerial
berpengaruh terhadap pember
opini audit going concern oleh

auditor independen.

Ferima Purmateti
Linoputri (2010)

kepemilikan terpusat,
kepemilikan manajerial,
dan kepemilikan
keluarga, ditambah
proporsi komisaris
independen dan
keberadaan komite

audit.

Semakin besar kepemilikan
manajerial maka perusahaan
cenderung tidak menerima opif
going concern. Sementara,
konsentrasi kepemilikan,
keberadaan kepemilikan
keluarga, proporsi komisaris
independen dan keberadaan

komite audit tidak berpengaruh

terhadap penerimaan opini goin

concern.

N

an

g
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2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalahlitig@nemaka model
kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digarkan sebagai berikut:

X1
Kepemilikan Terpusat

X2
Kepemilikan Manajerial

X3
Kepemilikan Institusional v
Opini Audit
X4 Going Concern

Kepemilikan Keluarga

X5
Proporsi Komisaris Independen

X6
Proporsi Komite Audit

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.7 Bangunan Hipotesis

2.4.1 Kepemilikan Terpusat

Pemegang saham yang mempunyai kepemilikan yang bleg@t mengawasi
serta dapat membawa manajer pada tindakan yandarsefiengan tujuan
perusahaan. Pemegang saham yang mempunyai ke@amnyhkg besar tentunya
akan berupaya untuk mempertahankan kelangsungdma ukangan kebijakan —

kebijakannya.

Dengan kepemilikan yang besar dalam perusahaaregaem saham mayoritas
cenderung menjaga agar perusahaan dapat bertatam g¢Engka panjang.
Linoputri (2010) dalam penelitiannya menyatakan weahperusahaan dengan

kepemilikan terpusat kecil kemungkinannya meneifteaiko Perusahaan Kinerja



Perusahaan Likuiditas 4laudit qualification (pendapat wajar dengan
pengecualian), karena hak kebijakan manajer mekahijakan akuntansi lebih
kuat bagi perusahaan dengan kepemilikan tersebdangkan dalam perusahaan
dengan kepemilikan terpusat yang lebih besar pemgegaham mayoritas dapat
menjalankan tugas pengawasan yang lebih efek@indahanajemen.Berdasarkan
uraian diatas maka dalam penelitian ini diajukgotasis sebagai berikut:

H; : Kapemilikan terpusat berpengaruh signifikan aeidp pemberian opini audit

going concern oleh auditor independen.

2.4.2 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah atau persenssham biasa yang dapat
dipegang oleh manajer, direktur dan komisaris daiuruh modal saham
perusahaan yang beredar. Menurut dalam Adjani (2Ré@emilikan manajerial
dapat menyelaraskan kepentingan manajer dengangpemesaham sehingga
berhasil menjadi mekanisme yang dapat mengurangalata keagenan antara
manajer dengan pemegang saham. Adanya presenfssailiean anggota dewan
dalam perusahaan yang semakin besar, maka anggotandtersebut akan
senantiasa berusaha untuk meningkatkan kinerjaasiogal karena merasa
memiliki perusahaan, sehingga tetap dapat memgakahn eksistensi perusahaan
dan berkembang melalui peningkatan pengendaliantrofitl@a, 2007).
Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitiadiajukan hipotesis sebagai
berikut :

H. :Kapemilikan majanerial berpengaruh signifikanhéstap pemberian opini

auditgoing concern oleh auditor independen.

2.4.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan instutisional adalah proporsi saham gyatimiliki oleh institusi
seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaantasiyedan institusi-institusi
lainnya. Iskandar et al., (2011) menyatakan invasstitusional berperan sebagai
mekanisme pengendalian eksternal pada manajemempdka positif dari

investasi institusional menunjukkan bahwa investastitusional mampu
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bertindak lebih efektif untuk memonitor aktivitasrd keputusan manajemen
dibandingkan investor perorangan.

Kepemilikan institusional memiliki hubungan yangrending terbalik dengan

opini audit going concern. Semakin besar perseritapemilikan institusional

maka pengawasan investor institusional terhadaprjgindan setiap keputusan
yang diambil manajer pun semakin tinggi. Oleh karatu, manajer akan

meningkatkan kinerjanya agar sesuai dengan yargyapkan pemegang saham
dan dapat mempertahankan kelangsungan hidup pearsalsehingga kecil

kemungkinan auditor memberikan opini audit goingqiagn. Hal ini sejalan

dengan hasil penelitian Iskandar et al., (2011gyaengungkapkan kepemilikan
institusional berhubungan negatif dengan opini fauglbing concern.Dari

pernyataan diatas, penelitian ini mengajukan hgsteebagai berikut :

Hs: Kapemilikan institusional berpengaruh signifikeethadap pemberian opini

auditgoing concern oleh auditor independen.

2.4.4 Kepemilikan Keluarga

Perusahaan dikatakan dimiliki keluarga jika seoratay lebih anggota keluarga
memiliki saham di perusahaan sebesar 20% atau tdmhmemiliki hak suara
tertinggi di perusahaan (Linoputri, 2010). Keluaogaderung untuk mengurangi
biaya keagenan dan meningkatkan kinerja perusaka@ma keluarga biasanya
menginvestasikan sejumlah besar modal pribadinyad&am perusahaan,
sehingga mereka cenderung memiliki perhatian khteshadap keberlangsungan
perusahaan dan insentif yang kuat untuk mengawkSvitas manajemen
perusahaan. Namun, kekurangan dari kepemilikarakgduyang dapat membawa
pada dampak negatif pada nilai perusahaan pada kepemilikan tertentu,
keluarga pengendali memiliki baik insentif maup@miampuan untuk mengambil
tindakan yang menguntungkan mereka dengan mengab&ikerja perusahaan
ketika kepentingan mereka dalam perusahaan samsgat.Berdasarkan uraian di
atas maka dalam penelitian ini diajukan hipotesimgai berikut :



H,4 : Kapemilikan keluarga berpengaruh signifikan aeldp pemberian opini audit
going concern oleh auditor independen.

2.4.5 Komisaris I ndependen

Penelitian oleh Herawaty (2008) menunjukkan bahemugahaan memanipulasi
laba lebih besar kemungkinannya apabila memilikiw@® Komisaris yang
didominasi oleh manajemen dan lebih besar kemuagkiya memiliki CEO yang
merangkap menjadi chairman of board. Struktur deyzang independen terhadap
CEO efektif dalam memonitor proses pelaporan aksntkeuangan perusahaan
(Santosa dan Wedari, 2007).

Peraturan Kep-361/BEJ/06-2000 tanggal 1 Juli 2006njetaskan bahwa
persyaratan jumlah minimal Komisaris Independenladd@0% dari seluruh

anggota Dewan Komisaris. Adanya proporsi komisadependen minimal 30%
atau lebih banyak diharapkan dapat membawa padgpgrah keuangan yang
lebih berkualitas sehingga menghasilkan opini yarggar tanpa pengecualian
atau opini non going concern. Berdasarkan uraiagtal maka dalam penelitian
ini diajukan hipotesis sebagai berikut :

Hs : Komisaris independen berpengaruh signifikanaeap pemberian opini audit

going concern oleh auditor independen.

2.4.6 Komite Audit

Menurut Nasution dan Setiawan (2007) Komite aud#rupakan suatu komite
yang secara formal dibentuk oleh Dewan Komisaressitat independen dan
bertanggung jawab secara langsung kepada Dewansdomuntuk mengawasi
kinerja pelaporan keuangan dan pelaksanaan audinat dan eksternal serta
membantu auditor mempertahankan independensi &ghadanajemen.
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Kuangan Norber/P®JK.04/2015
mengenai Pembentukan dan Pedoman PelaksanaanK¢enjse Audit, Emiten
atau Perusahaan Publik wajib memiliki komite audiomite audit berfungsi

untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daningkatkan fungsi audit
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internal dan eksternal. Perusahaan yang memilikiiteoaudit biasanya memiliki
manajemen perusahaan yang lebih transparan dartabklnsehingga prinsip

good corpor ate governance dapat diterapkan dengan baik.

Santosa dan Wedari (2007) menunjukkan bahwa kowrutdit berhubungan

dengan lebih sedikit tuntutan hukum pemegang sakem®na kecurangan dan
tindakan illegal. Auditor yang melihat adanya tuatuhukum pemegang saham
akan menilai hal tersebut sebagai salah satu fédei@guan akan kelangsungan
hidup perusahaan, sehingga ia akan memberikan @uimg concern pada

perusahaan tersebut. Berdasarkan uraian di atas m™alam penelitian ini

diajukan hipotesis sebagai berikut :

Hs : Komite audit berpengaruh signifikan terhadap Iperan opini audigoing
concern oleh auditor independen.



